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'NOMOR '8 TAHUN 2014
TenTaNG

FENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS! DI LINGKUNGAN
'BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Menimbang

Meagingat

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

bt dalam ranga mewsjodkan pengclelaan batas wyah
g dan Kawaian peratasan yang bk, et membka
e s bk tehadap lormas Pl Hnghungan
Badan Nsiond Pengeo Pebatasan;

baha ketentuan Pasa 13 aya (1) Undang Undang Nomr 14
Tihun 2008 tenang Ketcrbukaan Inormasi PUbk dan Pusal
21 erataran Pemesiah Nomor o1 Tahun 2010 tenang.
Pelaksanaan Undan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenang.
Keterkaan Iformas Pubik, mengamatkan kepods Badan
Pk uniue membentuk Pejaba Pengelol Informasi dan
Dokumentant;

bawa berdasarkan perinbangan sebagaimana dinalsud
alars harf = dan bt . pela mencuapkan Peraturan
Kepan Badan ‘Nasional Pergeala Perbwasan tcnang
Pengeloaan Informasdan Dokumentasi i Lingungan Badan
Rastnal Pengeios erbatasan;

‘Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbolan,
Ioiois PUbL Lemaran Negars Republ ndoncsa Tunun
5008 Nomor 61, Tambahan' Lembaran. Negara. Repubik
ndonesia Nomor 1467

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Nepura' (Lembaran Negar Repubik ndoncsn Tanun 2008
Noror 177, Tumbahan Lombaran Negara Repubi Indonesa
Nomor 4925,

Undang-Undan Norsor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pk {Lembaran Negara Repubik Indonesia. Tahun 2009
Nomor 113, Tambahart Lemibaran Negara Republe Indonesa
Nomer S0

Persturan Pemcrinah_Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksunaan Undang-Undang Nomor 13 Tahur 2008 tenang
Keterotcaan Iniorast Pupit (Lembaran Negara Repubik
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Pasal 6

Informasiyang wajib diumumkan secara serta merta
Sehagamana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
Ketertiban umum.

Pasal 7

Informasi publik yang waiib tersedia setiap saat scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputs
a. daftar selurub_informasi publik yang berada di_bawah
penguasaan  BNPP, tidak termasuk  informasi yang.
Gikecualikan;
seluruh kebijakan dan dokumen pendukungnya;
rencana kerja program/ kegiatan;
. perjanjian BNPP dengan pihak ketigs;
. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat BNPP
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
proscdur kerja pegawai BNPP yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau
§ laporan mengenai pelayanan _akses _informasi _publik
‘scbagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal s

Informasi yang dikecualikan di Lingkungan BNPP scbagaimana

Gimaloud datam Pasal 3 huraf b, berkitan dengan:

“formasi publik yang apabila dibuka dan diberkan kepada
pemohon " informasi” pubik dapat  menghambat proses
pencgakan hukum;

b. iformasi publi yang apabila dibuka dan diberikan kepada.
emohon informasi publik dapat menggangg kepenitingan
perindungan  hak aas kekayaan  intelektual dan
Petlindungan dari persaingan usaha tidak sehats

. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Femanon informas publi dapat membahayalan pertahanan
Gan keamanan negare;

d. informasi publik yang apabila dibulka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan
arm Indonesia;

. informasi publik yang apabla dibuka dan diberian kepada
pemohon informasi pubik, dupa merugikan. keahanan
Skanomi nasional;

£ informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik, dapat meruglkan kepentingan
Fibungan fuar negert
informasi publik yang apabila dibula dapat mengungkapkan
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i, memorandum atau surat-surat antara BNPP dan _Badan
Publik lain atau antar unit kerja di Lingkungan BNPP, yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komis
Informasi atau pengadilan; dan

j. informasi yang tdak bolch diungkapkan ~berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 hurul b, diakukan uji konsckuensi bahaya
(consequential harm test) melalui uj kepentingan publ.

2) Uj kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai pertimbangan tertulis terkait implikasi informasi dari

politk, ckonomi, sosial - budays

Keamanan.

dan pertahanan

Pasal 10

(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, harus dilakukan secara:
aketat;

b. terbatas; dan
. tidak mutlak.

(2) Ketat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a, harus
mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan
obyekivitas.

(3) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus
terbatas pada informasi tertentu untuk - menghindari
penafsiran yang subyekiif dan kesewenangan.

{4) Tida mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
tidak ada informas: yang secara mutlak dikecualikan ketlka
kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.

Pasal 11

(1) Informasi yang dikecualikan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ditctapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

(2) Keputusan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditandatangani oleh Sekretaris BNPP atas nama Kepala
BNPP.

BAB I
PENDOKUMENTASIAN INFORMAS!

-6

. otentifikas informasi, diakkan untuk menjarmin keaslian
nformasi melahi validas informasi oleh setap satuan kerj

4. kodefikasi informasi, untuk _mempermudah _pencarian
nformasi yan dibutuhkan, mak dilakukan kodefikasi dan
nctode pengkodean ditentukan oleh masing masing satuan
Kerja; dan

. penataan dan penyimpanan informasi

BABIV
AKSES INFORMASI PUBLIK

Pasal 13

(1) Informasipublic di_Lingkungan BNPP _sebagaimana
Gimaksud dalam Pasal 2, bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setap pengguna informasi publ

(@) informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

lperlen dengan. cepat, tepat wakw, mudah, dan biaya
ringan.

BABY
HAK DAN KEWAJIBAN BNPP
Pasal 14

(1) BNPP berhak _menolak _memberikan _informasi _yang
Gikecualikan sebagamana dimakeud dalum Pasal 3 hurdl b
2 BNPP berhak menolak memberikan informasi publk apabila
i sesuin dengan peraturan perundang-undangan.
) Informasi publik yan tidak dapat diberikan sebagaimana
dimakeud pada ayat () berupa:
. informasi yang dapat membahayakan negara;
b informasi_yang berkaitan dengan _epentingan
perlindungan usaha dar persaingan usah idak sehat;
. informasi yang berkaitan dengan halhak pribadi;
G informasi_ yang berkaitan dengan rahasia. jabatan;
danaa
. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 15

BNPP menyediakan, memberikan dan/atau _menerbitkan
Informasi publi kepada. pemohon informas publik, selain
informasi yang dikecuslican sésuai peraturan. perondang:
undangan.

Pasal 16

(1) BNPP membangun dan mengembangkan sstem informasi dan
dokumentas: pengeloaan nformasi publi yang dapat diakses.

Pasal 12 gengan mud




